
SKRIPSI 

 

KEABSAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No 55/ M 

TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN 

KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PASKA PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5P/HUM/2021 

 

Disusun Oleh : 

NOVI HAMZAH  

NIM : 02119063 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2023 



ii 
 

HALAMAN JUDUL 

 

KEABSAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No 55/ M 

TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN 

KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PASKA PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5P/HUM/2021 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum 

Universitas Narotama Surabaya 

 

DIAJUKAN OLEH : 

NOVI HAMZAH  

NIM : 02119063 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2023 

 



iii 
 

Lembar Pengesahan 

 

 



iv 
 

 

Lembar Persetujuan 

 

 



v 
 

 

Lembar Pengesahan  

 

 



vi 
 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 



vii 
 

 



viii 
 

 

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI 

 



ix 
 

SURAT TUGAS 

 



x 
 

 

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI 

 



xi 
 

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI 

 



xii 
 

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT 

 



xiii 
 

 

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI 

 



xiv 
 

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI 

 



xv 
 

 

 

 

PERSETUJUAN  PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH PROPOSAL 

 



xvi 
 

 

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI 

 



xvii 
 

 

 

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI 

 



xviii 
 

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH 

SKRIPSI  

 



xix 
 

 

 

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI 

 

 



xx 
 

KARTU KEHADIRAN SEMINAR HASIL SKRIPSI 

 

 



xxi 
 

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI 

 

 



xxii 
 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 



xxiii 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmad 

dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi penelitian yang berjudul KEABSAHAN 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No 55/ M TAHUN 2020 

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN 

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PASKA PUTUSAN MAHKAMAH 

AGUNG NOMOR 5P/HUM/2021, dapat terselesaikan dengan dengan lancar. 

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Narotama Surabaya. 

Naskah   skripsi ini dapat saya selesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, 

dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan 

baik berupa materi maupun non materi juga dorongan dan doá restunya. Rasa bahagia 

dan bangga tak dapat kami lukiskan lewat untaian kata, juga tak pernah lepas ucapan 

syukur pada Allah SWT yang telah menghadirkan orang orang hebat yang berhati 

mulia yang dengan ketelatenannya telah membimbing kami dalam menyelesaikan   

skripsi ini : 

1. Dr. Arasy Alimudin, SE, MM.  selaku Rektor Universitas Narotama 

Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya 

untuk menempuh pendidikan Program Studi Sarjana Hukum di Universitas 

Narotama Surabaya. 



xxiv 
 

2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan kesempatan 

kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Studi Sarjana Hukum 

di Universitas Narotama Surabaya. 

3. Bambang Arwanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program, selaku Ketua 

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya atas 

kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan 

di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya. 

4. Widyawati Boediningsih S.H., M.H. selaku pembimbing yang meluangkan 

waktu untuk memberikan arahan, semangat, motivasi dan memberikan 

inspirasi kepada saya dalam mengerjakan skripsi. 

5. Istri saya Dr. dr. Sri Ratna Dwiningsih, SpOG (K) FER, serta anak anak 

saya Mirza, Akhtar, Abyan dan Zerina serta ibu Mertua yang senantiasa 

mendoakan akan kelancaran studi dan memberikan dorongan semangat 

agar dapat menyelesaikan tepat waktu. 

6. Teman satu angkatan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas 

Narotama Surabaya Angkatan 2019 yang memberi semangat dan 

dukungannya untuk selalu bersemangat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Buat bapak Eko, ibu Kustiati dan semua staf kesekretariatan yang dengan  

telaten dan penuh kesabaran telah mendukung selesainya skripsi ini. 

8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 



xxv 
 

Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam apabila ada perkataan 

atau perbuatan baik sengaja ataupun tidak selama saya menempuh studi 

Sarjana Hukum ini. 

 

 

 

                                                                        Surabaya, 24 Januari 2023 

        Penyusun 

                                               

                                                                                       Novi Hamzah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxvi 
 

MOTTO 

 

“Hiduplah Seolah Engkau Mati Besok. Belajarlah Seolah Engkau Hidup Selamanya” 

 

 

“ Ilmu Tanpa Amal Adalah Kegilaan, dan Amal Tanpa Ilmu Adalah Kesia- siaan” – 

imam Al Ghazali 

 

“Ilmu Akan Menghidupkan Jiwa” – Ali bin Abi Thalib 

 

 

“Pendidikan Adalah Senjata Paling Mematikan di Dunia, Karena Dengan Itu Anda 

Dapat Mengubah Dunia”- Nelson Mandela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxvii 
 

ABSTRAK 

 

Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia mengamanatkan 

kewenangan secara atributif kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

meskipun demikian wewenang itu tidak boleh digunakan dengan melanggar undang 

undang.  

KKI adalah Lembaga pemerintah yang mandiri dan independent.   Independensi 

Lembaga Negara dalam Konstitusi merupakan kebebasan dari pengaruh, instruksi atau 

kontrol dari pihak lain. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil 

Kedokteran Indonesia Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan telah dianggap 

bertindak melebihi atas kewenangan yang diberikan.  

Putusan MA nomor 5P/HUM/2021 menganggap Peraturan MENKES tersebut 

suatu bentuk campur tangan pemerintah terhadap KKI, maka Permenkes Nomor 81 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

496/MENKES/PER/V/2008 batal demi hukum termasuk Keputusan Presiden Republik 

Indonesia No 55/M tahun 2020 tentang penggankatan anggota KKI periode 2020 

sampai 2025. 

Methodologi : yuridis normatif, pendekatan perundang undangan 

Kata kunci  : Konsil Kedokteran Indonesia, Keanggagotaan KKI 
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 ABSTRACT  

 

 

Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Presidential 

Regulation Number 35 of 2008 concerning Procedures for Appointing and Termination 

of Membership of the Indonesian Medical Council mandate attributive authority to the 

Ministry of Health of the Republic of Indonesia, however, this authority may not be 

used in violation of the law. 

KKI is an independent and independent government agency. Independence of 

State Institutions in the Constitution is freedom from the influence, instructions, or 

control of other parties. 

With the issuance of Regulation of the Minister of Health of the Republic of 

Indonesia Number 81 of 2019 concerning Amendments to Regulation of the Minister 

of Health Number 496/MENKES/PER/V/2008 concerning Procedures for Proposing 

Candidates for Members of the Indonesian Medical Council the Government, in this 

case, the Minister of Health has been deemed to have acted beyond the authority 

granted. 

Supreme Court decision number 5P/HUM/2021 considers the MENKES 

Regulation a form of government interference in KKI, therefore Permenkes Number 

81 of 2019 concerning Amendments to Minister of Health Regulation Number 

496/MENKES/PER/V/2008 is null and void by law including the Decree of the 

President of the Republic of Indonesia No 55/M of 2020 regarding the appointment of 

KKI members for the period 2020 to 2025. 

Methodology: normative juridical, statutory approach 

Keywords: Indonesian Medical Council, KKI Membership 
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